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TENTANG

RESOLUSI PETASYARAKATAN DAI-AT RANGKA TEUYT'JUDKAN
ZERO OyERSTAY,,VG TAHANAN DI LETBAGA PETASYARAKATAN KELAS IIA

ANBARAWA

1. Agul Heryanto., Bc.lP., S.H., f,H selaku Kepala Lembaga Pemasyarakatan Kelas llA

Ambarawa, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Lembaga Pemasyarakatan Kelas llA

Ambarawa, berkedudukan di Jalan Beteng No. I Lodoyong Kecamatan Ambarawa

lGbupaten Semarang, selanjutnya disebut Pihak l;

2. Noarbta Suryawati., S.H., t.H selaku Ketua Pengadilan Negeri Ungaran, dalam hal ini

bedindak urtuk dan atas nama Pengadilan Negeri Ungaran berkedudukan di Jalan Gatot

Subrolo No. 16 Ungaran Kabupaten Semarang, selanjutnya disebut sebagai Pihak ll.

Pihak I dan Pihak ll yang selanjutnya secara bersama-sama disebut sebagai Para Pihak

bersepakat uriluk menindak lanjdi Nota Kesepahaman antara Lembaga Pemasyarakatan

Kelas llA Ambarawa dan Pengadilan Negeri Ungaran tentang Resolusi Pemasyarakatan

Tahun 2022 dalam ranoka meuujudkan ze,o ov6,9,',ying tahanan pada LembagE

Pemasyarakatan Kelas llA Ambarawa Nomor : W13.PAS.PAS.4.HH.04.0$'1821 Tahun 2022

dan Nomor : tN12.U18l324OlHM.0'1.11'lU2O22 yarq ditandatangani pada tanggal 1G1G.

2022, dengan ketentuan sebagai berikut:

Pada hari ini Senin, tanggal sepuluh bulan Oktober tahun Dua ribu dua puluh dua (10-1G

2022), bertempat di Ambarawa yang bertarda tangan di bawah ini;



Pasal I

TAKSUD DAN TUJUAN

(l) Maksud dari Perjanjian Kerja sama ini sebagai pedoman bagi para pihak dalam Rangka
Meryujudkan Resolusi Pemasyarakatan rahun 2oD. dalam raqgka mewujrrdkan zero
ovarsl,yit g lahanan pada Lembaga Pemasyarakatan Kelas llA Ambarma

(2) Tujuan Perjanjian Kerja sama ini adalah untuk mewujudka n zqo oyarsflyfing tahanan pada

Lembaga Pemasyarakatan Kelas llA Ambarawa

Pasal 2

RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Perjanjian Kerja Sama ini meliputi ;

a. Surat penetapan penahanan;

b. Surat penetapan perpanjangan penahanan;

c- Putusan pengadilan;

d. Penghubung permintaan penetapan penahanan dan perpanjangan penetapan penahanan ke

Pengadilan Tinggi Jawa Tengah dan Mahkamah Agung Rl sebelum tanggal habis masa

penahanan.

Pasal 3

PELAKSANAAN

(1) Perjanjian Kerja Sama ini bedaku sampai dengan berakhimya Nota Kesepahaman dan dapat

diperpanjang sesuai dengan kesepakatan Para Pihak;

(2) Lokasi yang akan duadikan pelaksanaan kegiatan kerja sama adalah di Pengadilan Negori

Ungaran;

(3) Jenis pelayanan yang dilakukan adalah melakukan pengecekan dan koordinasi terkait masa

penahanan tahanan yang menjalani di Lembaga Pemasyarakatan Kelas llA Ambarawa dan

juga izin besuk tahanan.

(4) Jenis kegiatan adalah mengirimkan secara tepat waktu surat penetapan penahanan, surat

penetapan perpanjangan penahanan, putusan pengadilan kepada tahanan yang sudah

memiliki putusan Hakim.

(5) Jenis pelayanan dari Pengadilan Negeri Ungaran berupa Layanan E-BERPADU.



(6) Layanan E-BERPADU bagi Lembaga Pemasyarakatan Kelas llA Ambarawa berupa lzin

besuk tahanan dan Pembantaran.

Pasal 4

(1) Pihak I bertanggung jawab dalam:

a. Bertanggung jawab tefiadap keamanan, ketertiban, perawatan dan pelayanan tahanan di

Lembaga Pemasyarakatan Kelas llA Ambarawa

b. Melakukan koordinasi H-10, H-3 dan H-1 bahwa tahanan akan habis masa penahanannya

c. Mengeluarkan tahanan demi hukum terhadap tahanan yang habis masa penahanan

karena tidak ada dasar surat penahanan yang sah.

(2) Pihak ll bertanggung jawab dalam:

a. Mengirimkan surat penetapan penahanan;

b. Mengirimkan surat penetapan perpanjangan penahanan;

c. Mengirimkan putrsan pengadihn; dan

d. Penghubung permintaan penetapan penahanan dan penetapan perpanjangan penahanan

ke Pengadilan Tinggi Jawa Tengah dan Mahkamah Agung Rl sebelum tanggal hatis

masa penahanan.

Pasal 5

PETBIAYAAI{

Segala biaya yang timbul sehubungan dengan pelaksanaan Perianjian Kerja Sama ini

menjadi beban dan tanggung jawab Para Pihak-

Pasal 6

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Apabila teriadi perselisihan atau perbedaan pendapat berkenaan dengan pelaksanaan

Perjanjian Keria Sama ini akan diselesaikan secara musyawarah dan mufakat-

Tanggung Jawab Para Pihak




